
Yth. 1. Pengelola Usaha Manufaktur
2, Pengelola Usaha Ritel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Toko Modern, dan Pasar
Rakyat;
3. Pengelola Hotel, Restoran, Kafe, Rumah Makan, Jasa Boga, dan usaha
sejenisnya;
4. Pengelola Kawasan Komersial; dan
5. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan lainnya

SURAT EDARAN

NOMOR: 600.1.17.3/429

TENTANG

Penyampaian Surat Edaran Wali Kota tentang Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas
(EPR) dalam Pengurangan Sampah

        Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor
100.3.4/1515 tanggal 12 Juni 2026 tentang Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas/Extended
Producer Responsibility dalam Pengurangan Sampah sebagaimana terlampir. Mohon
untuk dapat disebarluaskan kepada sektor binaan atau masyarakat di lingkungan perangkat
daerah masing masing.

        Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juni 2026
Kepala Dinas, 

Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197303021992031004

[]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Asisten Pemerintahan dabn Kesejahteraan Rakyat
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

${nomor_naskah} ${tanggal_naskah} 

${ttd_pengirim} 

Dinas Kesehatan DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. 
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui Hotline: 08112764800, 

Pos-el: dinkes@jogjaprov.go.id atau Laman: https://dinkes.jogjaprov.go.id/ 

 

Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) bendel 

Hal : Undangan Peserta Pertemuan 

 

 
Yth. (Daftar terlampir) 

 
 

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan aduan pelanggan dan pelaksanaan 

audit medis di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan DIY akan melaksanakan pertemuan 

besok besok pada: 

hari, tanggal : Selasa, 23 Juni 2026 

pukul : 08.30 s.d. 12.30 WIB 

tempat : Aula B, Dinas Kesehatan DIY dan instansi masing-masing 

zoom meeting : https://bit.ly/Aduan_dan_AuditKlinis 

meeting ID : 977 9536 3908, passcode: TPK 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan untuk menugaskan 

pejabat/staf yang kompeten untuk hadir mengikuti pertemuan dengan jadwal 

sebagaimana terlampir. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 

Hardoko (HP. 081238089980). 

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 

 
Kepala Dinas Kesehatan, 

 
 
 
 
 

 
dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. 

 
 

Nomor : B/400.7.3.1/1903/D13 19 Juni 2026 

 

 
${ttd} 

mailto:dinkes@jogjaprov.go.id
https://dinkes.jogjaprov.go.id/
https://bit.ly/Aduan_dan_AuditKlinis


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

${nomor_naskah} 

${tanggal_naskah} 

${ttd_pengirim} 

Lampiran Surat 1 

Nomor : B/400.7.3.1/1903/D13 

Tanggal : 19 Juni 2026 

 
 

Daftar Undangan 

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 

4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo 

5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul 

6. Ketua dan Anggota Tim Pertimbangan Klinis (TPK) DIY 

7. Direktur Rumah Sakit se-DIY 

8. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) DIY 

9. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) DIY 

10. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSSI) DIY 

11. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY 

12. Kepala Bidang Sember Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY 

13. Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY 
 
 
 
 
 
 

Kepala Dinas Kesehatan, 
 
 
 
 
 

 
dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. 

 

 
${ttd} 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

${nomor_naskah} 

${tanggal_naskah} 

${ttd_pengirim} 

Lampiran Surat 2 

Nomor : B/400.7.3.1/1903/D13 

Tanggal : 19 Juni 2026 

 
 

 
JADWAL TENTATIVE PERTEMUAN 

PENGELOLAAN ADUAN PELANGGAN DAN PELAKSANAAN AUDIT MEDIS 

DI RUMAH SAKIT 

 
Selasa, 23 Juni 2026 

 

Waktu Agenda / Materi Pembicara / Fasilitator 

08.30 – 09.00 Registrasi dan Persiapan Panitia 

09.00 – 09.15 Pembukaan Kepala Dinas Kesehatan 
DIY 

09.15 – 10.15 Materi I: 
Pengelolaan Keluhan Pelanggan 
sebagai Instrumen Peningkatan Mutu 
Pelayanan di Rumah Sakit 

Direktorat Mutu Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 

Dirjen Kesehatan Lanjutan 
Kementerian Kesehatan RI 

10.15 – 11.15 Materi II: 
Audit Medis sebagai Upaya Peningkatan 
Mutu Pelayanan Klinis dan Pencegahan 
Sengketa Pelayanan Kesehatan 

RSUP dr. Sardjito 
Yogyakarta 

11.15 – 12.15 Diskusi Panitia 

12.15 – 12.30 Kesimpulan dan Penutup Panitia 

 
 
 
 
 
 

Kepala Dinas Kesehatan, 
 
 
 
 
 

 
dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. 

 

 
${ttd} 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

 

 
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

PERTEMUAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS: 

PENGELOLAAN ADUAN PELANGGAN DAN AUDIT MEDIS DALAM RANGKA 

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN 

DI RUMAH SAKIT 

 
PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan 

pelayanan yang bermutu, aman, efektif, berorientasi pada kebutuhan pasien, 

serta menjamin keselamatan pasien. Dalam pelaksanaannya, masih dapat 

ditemukan berbagai keluhan pelanggan yang berkaitan dengan aspek 

pelayanan administratif, komunikasi, fasilitas, maupun pelayanan klinis. 

Keluhan pelanggan merupakan salah satu sumber informasi penting untuk 

mengidentifikasi masalah pelayanan, mengukur tingkat kepuasan pasien, serta 

menjadi dasar perbaikan mutu berkelanjutan. Selain itu, audit medis merupakan 

instrumen tata kelola klinis yang bertujuan mengevaluasi mutu pelayanan medis 

melalui penelaahan kasus secara sistematis guna memastikan pelayanan telah 

sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip 

keselamatan pasien. 

Pengelolaan keluhan pelanggan yang terintegrasi dengan pelaksanaan 

audit medis diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang tepat, 

mencegah terulangnya kejadian yang sama, mengurangi risiko sengketa 

pelayanan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di 

rumah sakit. 

A. LATAR BELAKANG 

Aduan pelanggan mencerminkan adanya celah komunikasi atau layanan 

yang tidak optimal. Sengketa klinis jaminan kesehatan sering muncul akibat 

ketidaksesuaian kriteria medis dan verifikasi klaim. Audit medis diperlukan untuk 

mengevaluasi kepatuhan klinis dan menyelesaikan akar masalah sengketa 

medis. Rumah sakit memerlukan sistem terpadu agar penanganan aduan lebih 

cepat dan solutif. 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

Sehubungan hal tersebut diatas, Dinas Kesehatan DIY menyelenggarakan 

pertemuan dalam rangka penyegaran dan peningkatan dalam pengelolaan 

aduan di Rumah Sakit dan pelaksanaan audit medis. 

A. TUJUAN 

1. Tujuan Umum: 

Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui pengelolaan 

keluhan pelanggan dan pelaksanaan audit medis secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis keluhan pelanggan yang masuk ke 

rumah sakit. 

b. Menindaklanjuti keluhan pelanggan secara cepat, tepat, dan objektif. 

c. Mengidentifikasi permasalahan klinis yang memerlukan audit medis. 

d. Melaksanakan audit medis terhadap kasus yang memenuhi kriteria. 

e. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis keluhan dan 

audit medis. 

f. Mengurangi risiko kejadian tidak diharapkan dan potensi sengketa 

pelayanan kesehatan. 

 
B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan akan dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Selasa, 23 Juni 2026 

pukul : 08.30 s.d. 12.00 WIB 

tempat : Aula C Dinas Kesehatan DIY (untuk peserta luring) 

dan dari instansi masing-masing (untuk peserta daring) 

C. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Waktu (WIB) Acara Narasumber/PJ 

Waktu Agenda / Materi Pembicara / Fasilitator 

08.30 – 09.00 Registrasi dan Persiapan Panitia 

09.00 – 09.15 Pembukaan Kepala Dinas Kesehatan DIY 

09.15 – 10.15 Materi I: 
Pengelolaan Keluhan Pelanggan 
sebagai Instrumen Peningkatan 
Mutu Pelayanan di Rumah Sakit 

Direktorat Mutu Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 

Dirjen Kesehatan Lanjutan 
Kementerian Kesehatan RI 

10.15 – 11.15 Materi II: 
Audit Medis sebagai Upaya 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Klinis dan Pencegahan Sengketa 
Pelayanan Kesehatan 

RSUP dr. Sardjito 
Yogyakarta 

11.15 – 12.15 Diskusi Panitia 

12.15 – 12.30 Kesimpulan dan Penutup Panitia 
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D. NARASUMBER 

Narasumber pada kegiatan ini dari: 

1. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI 

2. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 

 
E. PESERTA 

Daftar Peserta Luring: 
 

1. Tim Pertimbangan Klinis DIY (5 orang, hadir secara luring) 

2. RSUD Kota Yogyakarta (1 orang, hadir secara luring) 

3. RSUD Sleman (1 orang, hadir secara luring) 

6. RSUD Panembahan Senopati Bantul (1 orang, hadir secara luring) 

7. RS Pratama Kota Yogyakarta (1 orang, hadir secara luring) 

8. RSUD Prambanan (1 orang, hadir secara luring) 

9. RSUD Saras Adyatma Bantul (1 orang, hadir secara luring) 

10. RPAU dr. Hardjolukito (1 orang, hadir secara luring) 

11. RS Akademik UGM (1 orang, hadir secara luring) 

12. RSGM UGM dr. Soedomo (1 orang, hadir secara luring) 

13. RS Bhayangkara (1 orang, hadir secara luring) 

14. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (1 orang, hadir secara luring) 

15. RS Panti Rapih (1 orang, hadir secara luring) 

16. RS Bethesda Yogyakarta (1 orang, hadir secara luring) 

17. RS Siloam Yogyakarta (1 orang, hadir secara luring) 

18. RS Mata Dr. Yap (1 orang, hadir secara luring) 

19. RS UAD (1 orang, hadir secara luring) 

20. RS Queen Lathifa Sleman (1 orang, hadir secara luring) 

21. RS Bunga Bangsa Medika (1 orang, hadir secara luring) 

22. RS Sadewa (1 orang, hadir secara luring) 

23. RS Bethesda Lempuyangwangi (1 orang, hadir secara luring) 

24. RS Happy Land Medical Centre (1 orang, hadir secara luring) 

25. Bidang SDK, Dinas Kesehatan DIY (1 orang, hadir secara luring) 

26. Sekretariat (1 orang, hadir secara luring) 

26. Seksi Pelayanan dan Standarisasi Fasyankes (4 orang, hadir secara luring) 

 
Daftar Peserta Daring 

1. Pimpinan/Staf yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kab./Kota se-DIY 

2. Pimpinan/Staf yang kompeten dari Rumah Sakit se-DIY 

3. PERSI DIY 

4. ARSADA DIY 

5. ARSSI DIY 
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${ttd_pengirim} 

F. SUMBER PEMBIAYAAN 

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Dinas Kesehatan DIY Tahun 2026 melalui DPA Dinas Kesehatan. 

 
G. PENUTUP 

Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

pengelolaan aduan pelanggan, penanganan sengketa klinis terkait jaminan 

kesehatan, dan audit medis di rumah sakit. Melalui kegiatan ini diharapkan 

tercipta sistem pelayanan yang responsif terhadap keluhan pasien, mampu 

menyelesaikan sengketa klinis secara profesional, serta mendorong perbaikan 

mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan sesuai prinsip 

tata kelola klinis yang baik dan standar akreditasi rumah sakit. 

 
 

 
Kepala Dinas Kesehatan, 

 
 
 
 
 

 
dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. 

 

 
${ttd} 



Nomor : 400.3.6.3/1374 11 Juni 2026
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Pemberitahuan Kelas Literasi Kreatif

Yth. Seluruh Kepala OPD/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

    Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan jiwa enterpreneurship pegawai, KORPRI
Kota Yogyakarta bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menyelenggarakan Kelas
Literasi Kreatif Perpustakaan Kota Yogyakarta dengan tema Melukis Totebag yang akan dilaksanakan
pada: 

Hari/tanggal    :    Rabu, 17 Juni 2026
Jam                :    13:00 – 15:00 WIB
Tempat           :    Lantai 2 Perpustakaan Kota Yogyakarta
Narasumber   :    Komisi D DPRD Kota Yogyakarta
Instruktur        :    Kak Yoga & Kak Yanuar (Omah Kreatif Loedji 16)
Peralatan       :    2 kuas lukis, 1 palet dan 1 pensil (peserta wajib membawa) 

Bagi ASN yang berminat dapat mendaftar melalui link: s.id/kalista_juni2026. Kuota kegiatan sebanyak 30
peserta dan link pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Adapun flyer kegiatan terlampir.
Narahubung: 081238839601 (Putri). 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan, 

Sarwanto, S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197201311998031009

[]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(PERS!)

WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jrn. cik Ditiro No. Sti""Hffij:rlTil*iHrosyakarta ss233
Telp. +62 8214680-7979

Email :

Nomor
Lampiran
Hal

: 098/PE RS t-DtY Nt I 2026

: Penawaran WS PIPP

9 Juni 2025

Yang terhormat,
Bapak/lbu Direktur RS Anggota PERSI DIY

Ditempat

Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas Pemberi

lnformasidan Penanganan Pengaduan (PIPP) JKN di Fasilitas Kesehatan serta untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan yang bermutu dan

memiliki standar nasional kepada pasien khususnya peserta JKN, PERSI Wilayah DIY dan BPJS

Kesehatan Wilayah DIY bekerja sama menyelenggarakan kegiatan Workshop untuk petugas

PIPP Rumah Sakit se-Dl Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal
Tempat
Waktu
Agenda

Kamis, LL luni2026
Ruang Bisma Gedung Diklat Lantai4 RSUP Dr. Sardjito
07.30 WIB - selesai

Workshop Petugas PIPP FKRTL

Sehubungan dengan hal di atas, PERSI DIY memberi kesempatan RS Bapak/lbu yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak mendapatkan undangan dari BPJS

Kesehatan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan biaya mandiri sebagai pengganti biaya

konsumsi dan seminar kit sebesar Rp 150.000,- per orang.

Mohon konfirmasi keikutsertaan dapat kami terima paling lambat tanggal 10 Juni 2025
pukul L2.OO wib. lnformasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung PERSI DIY Sdri. Erma

Wijaya nti lO87 8457 41970).

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami

ucapkan terima kasih.

.1. Yogyakarta

{r
[F Nainggolan, M.Kes, FlSQua



 

Nomor : 399/1B1/PP.PERSI/V/2026     19 Mei 2026 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Himbauan Mengikuti Program Pemeringkatan  
  Rumah Sakit Tahun 2026 
 
 
Yang Terhormat, 
Direktur Utama/Direktur/Kepala/Pimpinan Rumah Sakit 
Melalui PERSI Wilayah 
Di Seluruh Indonesia 

 

 
Bersama ini kami sampaikan bahwa Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 

tahun 2026 kembali menyelenggarakan program Pemeringkatan Rumah Sakit. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan membangun sistem benchmark dan memberikan informasi 

kepada masyarakat, pembuat kebijakan dan profesional tentang mutu dan outcome klinis 

rumah sakit untuk beberapa layanan prioritas, antara lain: layanan penyakit saraf, layanan 

penyakit kanker dan layanan penyakit jantung. Adapun program penetapan peringkat rumah 

sakit pada tahun 2026 ini diberikan kepada RS yang ikut berpartisipasi dalam program ini, 

sehingga dapat ditetapkan 100 (seratus) rumah sakit terbaik versi PERSI untuk layanan 

jantung, saraf, dan  atau kanker di tingkat nasional, dan 3 rumah sakit di setiap provinsi. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau Bapak/Ibu pimpinan RS 

berpartisipasi dan segera mendaftarkan rumah sakitnya untuk mengikuti program 

Pemeringkatan Rumah Sakit versi PERSI Tahun 2026 melalui link : peringkatPERSI.id 

 

Adapun flyer dan Panduan Penggunaan Website Peringkat PERSI dapat dilihat pada lampiran 

surat ini. 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat PERSI atau dr. Nani H. Widodo, Sp.M, 
MARS, FISQua (No WA: 081314031028) dan dr. Dewi (081220005723).  
 
Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keikutsertaan Bapak/Ibu, 
diucapkan terima kasih. 
 
 
Pengurus Pusat, 

 
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT 
SELURUH INDONESIA 
 
 
 
 
dr. Bambang Wibowo, Sp.O.G. Subsp. K.Fm, MARS, FISQua 
Ketua Umum 



Pemeringkatan 
Rumah Sakit 
tahun 2026

Layanan Prioritas yang Dinilai 

Instrumen pemeringkatan strategis yang berfungsi sebagai
benchmark nasional bagi rumah sakit yang disusun oleh
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Platform ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu
berkelanjutan (continuous improvement) dan transparansi
publik dalam memilih fasilitas kesehatan.

Contact Us :

S E M I N A R  N A S I O N A L  P E R S I  X X I I  
SEMINAR TAHUNAN PATIENT SAFETY XX
DAN HOSPITAL EXPO XXXVIII
7 - 10 Oktober 2026

LAYANAN PENYAKIT JANTUNG LAYANAN PENYAKIT SARAF

GAGAL
JANTUNG
DEWASA

KANKER
 PAYUDARAKANKER

 PAYUDARA

GAGAL JANTUNG
DEWASA

STEMI STROKE
 HEMORAGIK

STROKE
 ISKEMIK

LAYANAN PENYAKIT KANKER

KANKER 
SERVIKS

KANKER
PAYUDARA

sekretariat@persi.or.idWA: 081314031028
        081220005723
Teknis (081717422524)

www.persi.or.id Indonesia Convention
Exhibition (ICE) 
BSD City Tangerang

SYARAT PESERTA
RS umum/khusus, baik swasta /pemerintah
Mempunyai surat izin operasional RS yang berlaku
RS menyelenggarakan satu/lebih layanan prioritas berikut
yang akan dinilai sejak Januari 2025- Desember 2025

Bersedia mengisi instrumen dengan jujur dan transparan



Memilih 
jenis pelayanan yang

akan diperingkat

Verifikasi dan
Visitasi bagi

kandidat
 oleh PERSI Pusat

INFO LENGKAP SELANJUTNYA & LINK PENDAFTARAN : 
https://peringkatpersi.id/ 

 

PENTING DIKETAHUI
Terdapat tiga layanan prioritas yang dinilai dengan cara penilaian mandiri oleh
RS ⟶ RS dapat memilih 1 ( satu) sampai 3 ( tiga) layanan
Setiap layanan terdiri dari 2 (dua) jenis penyakit dan memiliki 3 pilar penilaian :

       a. Struktur Rumah Sakit (SDM, sarana prasarana, alat medis)
       b. Audit Klinis (Diagnosis, Tatalaksana,  Outcome)
       c. Patient Experience (PREM dan PROM) 

PETUNJUK TEKNIS

ALUR PELAKSANAAN

REGISTRASI
masukan data RS,

username / password
dan PIC 

Memasukkan data
sesuai dengan

 3 jenis pilar
penilaian

Pemeriksaan
kelengkapan

data

Pembahasan
 internal

 PERSI Pusat

Validasi data 
oleh

 PERSI wilayah

PENGUMUMAN
100 PERINGKAT RS
tingkat NASIONAL 
3 PERINGKAT RS TIAP
PROVINSI  

tunggu aktivasi
⟶ Log In

TIMELINE

1 Juni - 30 Juni 2026

Pengisian data
oleh setiap RS

 Juli 2026

Pembahasan
hasil oleh Tim Inti

 Agustus 2026

Pengesahan
oleh PERSI

Pusat

 September - Oktober
2026

Pengumuman Pemenang
RS Pemeringkatan
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Lampiran I 
 

DAFTAR UNDANGAN 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Pengadaan dengan tema “Manajemen 

Kontrak Komprehensif (Rancangan, Implementasi, dan Penyelesaian Masalah) dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” 

Yogyakarta, 11 Juni 2026 
 

A. Ombudsman Republik Indonesia 
1. Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY 
 

B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
1. Kepala Perwakilan BPKP DIY 
 

C. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
1. Sekretaris Daerah Provinsi  
2. Sekretaris DPRD Provinsi 
3. Inspektur Daerah Provinsi 
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
5. Kepala Biro/Bagian Hukum 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya  

 
D. Pemerintah Kabupaten Bantul 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten 
2. Sekretaris DPRD Kabupaten 
3. Inspektur Daerah Kabupaten 
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
5. Kepala Biro/Bagian Hukum 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya  

 
E. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten 
2. Sekretaris DPRD Kabupaten 
3. Inspektur Daerah Kabupaten 
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
5. Kepala Biro/Bagian Hukum 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya 

 
F. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten 
2. Sekretaris DPRD Kabupaten 
3. Inspektur Daerah Kabupaten 
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
5. Kepala Biro/Bagian Hukum 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya 

 
G. Pemerintah Kabupaten Sleman 

7. Sekretaris Daerah Kabupaten 
8. Sekretaris DPRD Kabupaten 
9. Inspektur Daerah Kabupaten 



10. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
11. Kepala Biro/Bagian Hukum 
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya 

 
H. Pemerintah Kota Yogyakarta 

13. Sekretaris Daerah Kota 
14. Sekretaris DPRD Kota 
15. Inspektur Daerah Kota 
16. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
17. Kepala Biro/Bagian Hukum 
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya 

 
I. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

1. Universitas Gadjah Mada 
2. Universitas Negeri Yogyakarta 
 

J. BLU dan BLUD  
1. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Yogyakarta 
2. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
3. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
4. Puskesmas Banguntapan I 
5. Puskesmas Bantul I 
6. Puskesmas Depok I 
7. Puskesmas Depok II 
8. Puskesmas Gamping I 
9. Puskesmas Gondokusuman 
10. Puskesmas Jetis 
11. Puskesmas Karangmojo I 
12. Puskesmas Kasihan I 
13. Puskesmas Mergangsan 
14. Puskesmas Mlati I 
15. Puskesmas Ngaglik I 
16. Puskesmas Pengasih I 
17. Puskesmas Playen I 
18. Puskesmas Semin I 
19. Puskesmas Sentolo I 
20. Puskesmas Sewon I 
21. Puskesmas Temon I 
22. Puskesmas Umbulharjo 
23. Puskesmas Wates 
24. Puskesmas Wonosari I 
25. RS Akademik UGM 
26. RS Jiwa Grhasia 
27. RS Pratama Kota Yogyakarta 
28. RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito 
29. RSUD Kota Yogyakarta 
30. RSUD Nyi Ageng Serang 
31. RSUD Panembahan Senopati 
32. RSUD Prambanan 
33. RSUD Sleman 



34. RSUD Wates 
35. RSUD Wonosari 
36. Taman Pintar Yogyakarta 
37. UIN Sunan Kalijaga 
38. UPN Veteran Yogyakarta 

 
  



Lampiran II 
 

SUSUNAN ACARA* 
PENINGKATAN KAPASITAS DENGAN TEMA  

“MANAJEMEN KONTRAK KOMPREHENSIF (RANCANGAN, IMPLEMENTASI, DAN 
PENYELESAIAN MASALAH) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” 

YOGYAKARTA, 11 JUNI 2026 
 

Waktu 
(WIB) 

Kegiatan Peserta Keterangan 
(Personel/Narasumber) 

08.00 – 08.45 Registrasi Pelaku PBJP, 
APIP dan 
Biro/Bagian 
Hukum pada 
OPD, PTNBH, 
BLU, BLUD 
di Pemerintah 
Daerah tingkat 
Provinsi/ 
Kabupaten/Kot
a wilayah 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 

Panitia LKPP dan Panitia Lokal 

08.45 – 09.00 Pembukaan  Panitia LKPP dan Panitia Lokal 
09.00 – 09.15 Sambutan Deputi Bidang Hukum dan 

Penyelesaian Sanggah LKPP 
09.15 – 09.25 Arahan  Perwakilan Pemerintah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
09.25 - 09.30 Sesi Foto Bersama Seluruh Narasumber, Peserta dan 

Panitia 

09.30 – 10.30 Sesi I  
Sosialisasi Layanan Direktorat 
Penanganan Permasalahan Hukum 
LKPP 

1. Direktorat Penanganan 
Permasalahan Hukum LKPP 

2. Deputi Bidang Hukum dan 
Penyelesaian Sanggah LKPP 

10.30 – 11.30 Sesi II   
Keadaan Kahar Akibat Peristiwa 
Geopolitik 

11.30 – 12.00 Diskusi dengan Narasumber Sesi I 
dan Sesi II 

12.00 – 13.00 ISHOMA Seluruh Narasumber, Peserta dan 
Panitia 

13.00 – 13.45 Sesi III 
Manajemen Surat Pesanan 

Direktorat Penanganan 
Permasalahan Hukum LKPP 
 

13.45 – 14.30 Sesi IV 
Pengendalian Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

14.30 – 14.55 Diskusi dengan Narasumber Sesi 
III dan IV 

14.55 – 15.00 Penutupan Panitia LKPP dan Panitia Lokal 

*Susunan acara dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan 
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